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1. PEDOMAN PENETAPAN FUNGSI DAN 

STATUS JALAN 



Penetapan & Prosedur Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan 

Wewenang Penetapan Fungsi Jalan & Status Jalan 

Perubahan Fungsi Jalan & Status Jalan 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan arteri, kolektor, lokal, dan 
lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

 Ketentuan lebih lanjut mengenai status jalan umum diatur dalam 
Peraturan Pemerintah 

 Sistem jaringan jalan primer ditetapkan dengan Kepmen dengan 
memperhatikan pendapat menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang transportasi 

 Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan 
kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan 
jalan primer dilakukan secara berkala dengan Kepmen 

 Penetapan status suatu ruas jalan sebagai jalan nasional dilakukan dengan 
memperhatikan fungsi jalan yang telah ditetapkan oleh Menteri 

 Penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsi dan statusnya dilakukan sesuai 
dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai secara 
berkala (PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN) 

JALAN 

LALU 
LINTAS 

TATA 
RUANG 

 KM No. 49 Tahun 2005 tentang SISTRANAS  

 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ 

 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

 PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN 

 UU No. 38 Tahun 2004 tentang  Jalan 

 PP No. 34 Tahun 2006 tentang  Jalan 

 PP No. 15 Tahun 2005 tentang  Jalan Tol 

UU No. 38 
Tahun 2004 

tentang Jalan 
Pasal 8 ayat (6) 
dan 9 ayat  (7) 

PP No. 34 Tahun 
2006  tentang Jalan 
Pasal 60, 61 ayat (1) 

& (2) beserta 
penjelasannya; serta 
Pasal 62 ayat  (1) & 

(6) beserta 
penjelasannya 

Penetapan Kepmen 
dimaksud mengacu 
pada: Permen PU No. 

03/PRT/M/2012 
tentang Pedoman 
Penetapan Fungsi 
Jalan dan Status 

Jalan 

DASAR HUKUM 
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PERUNTUKAN SISTEM FUNGSI STATUS 

JALAN 
UMUM 

(Jalan yang 
diperuntukkan 
bagi lalu lintas 

umum) 

SISTEM  
PRIMER 

(Merupakan sistem 

jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan 

distribusi barang dan jasa 

untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat 

nasional, dengan 

menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yang 

berwujud pusat pusat 

kegiatan) 

Arteri (JAP) 
SK  Menteri 

PU 
JALAN NASIONAL: 

JAP, JKP-1, JSN, Jalan Tol 
SK  Menteri 

PU 
Kolektor-1 (JKP-1) 

Kolektor-2(JKP-2) 

 
 

   SK  
 

      Gubernur 

JALAN PROVINSI: 
JKP-2, JKP-3, JSP, Ruas jalan di 

wilayah DKI Jakarta kecuali jalan 
nasional 

SK 
Gubernur 

Kolektor-3 (JKP-3) 

Kolektor-4 (JKP-4) JALAN KABUPATEN 
(JKP-4, JLP, Jling-P, JSK, JAS, JKS, 

JLS, Jling-S)  
dan          

JALAN  DESA 
(JLing-P & JLP yang tidak 

termasuk jalan kabupaten di 
dalam kawasan perdesaan ) 

SK Bupati 

Lokal (JLP) 

Lingkungan (Jling-P) 

SISTEM 
SEKUNDER 
(Merupakan sistem 

jaringan jalan dengan 

peranan pelayanan 

distribusi barang dan jasa 

untuk masyarakat di dalam 

kawasan perkotaan) 

Arteri (JAS) 

Kolektor (JKS) 

JALAN  
KOTA: 

(JAS, JKS, JLS, Jling-S) 
SK Walikota Lokal (JLS) 

Lingkungan (Jling-S) 

JALAN KHUSUS 
(Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.) 

KETERANGAN : 
JAP : Jalan Arteri Primer 
JKP-1 : Jalan Kolektor Primer-1 (Antar Ibukota Propinsi) 
JKP-2 : Jalan Kolektor Primer-2 (Ibukota Propinsi dengan Ibukota 
Kabupaten) 
JKP-3 : Jalan Kolektor Primer-3 (Antar Ibukota Kabupaten) 
JKP-4 : Jalan Kolektor Primer-4 (Ibukota Kabupaten dengan Ibukota 
Kecamatan) 

JLP : Jalan Lokal Primer 

Jling-P  : Jalan Lingkungan Primer 

JAS : Jalan Arteri Sekunder 

JKS : Jalan Kolektor Sekunder 

JLS : Jalan Lokal Sekunder 

JLing.S : Jalan Lingkungan Sekunder 

PENGELOMPOKKAN JALAN 
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• SISTEM PRIMER 

    Merupakan sistem jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan distribusi 

barang dan jasa untuk pengembangan 

semua wilayah di tingkat nasional, 

dengan menghubungkan semua 

simpul jasa distribusi yang berwujud 

pusat pusat kegiatan. 

• SISTEM SEKUNDER 

      Merupakan sistem jaringan jalan 

dengan peranan pelayanan distribusi 

barang dan jasa untuk masyarakat di 

dalam kawasan perkotaan. 

 (Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem 

jaringan jalan bersifat menerus yang 

memberikan pelayanan lalu lintas tidak 

terputus walaupun masuk ke dalam 

kawasan perkotaan) 

  (Yang dimaksud dengan kawasan 

perkotaan adalah kawasan yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian, dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi) 

PENGELOMPOKAN JALAN (MENURUT SISTEM JARINGAN JALAN) 
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P
E
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G
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A
K
A
N 

AKSESIBILITAS 

ARTERI 

KOLEKTOR 

LOKAL 

20 Km/jam 

100 Km/jam 

Lalulintas 
Menerus 

Makin 
Dominan 

Vol. & Kec. 
rendah 

Akses 
dikontrol 

penuh 

Akses tidak 
dikontrol 

Vol. & Kec. 
tinggi 

Lalulintas 
Lokal terbatas 

Areal Permukiman Semakin Dominan 

Peruntukan Jalan Akses dan Parkir 
Semakin Bertambah 

Kriteria Arteri Kolektor Lokal Lingkungan 

Angkutan yang 
dilayani 

Utama Pengumpul Setempat Lingkungan 

Jarak perjalanan Jauh Sedang Dekat Dekat 

Kecepatan rata-rata Tinggi Sedang Rendah Rendah 

Jumlah jalan masuk Dibatasi Dibatasi Tidak Dibatasi Tidak Dibatasi 

HIERARKI JALAN 

KRITERIA JALAN MENURUT FUNGSI 

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
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• JALAN NASIONAL 

     Merupakan jalan arteri dan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang mengubungkan antar 

ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol 

• JALAN PROVINSI 

     Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi 

dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi 

• JALAN KABUPATEN 

     Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten 

dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, 

serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis 

kabupaten 

• JALAN KOTA 

      Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat 

pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, 

serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota 

• JALAN DESA 

      Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa 

serta jalan lingkungan 

KRITERIA JALAN MENURUT STATUS 

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
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Perkotaan PKN PKW PKL PKLing Persil PKSN 
Bandara 

Utama 

Bandara 

Pengumpul 

Bandara 

Pengumpan 

Pelabuhan 

Utama 

Pelabuhan 

Pengumpul 

Pelabuhan 

Pengumpan 
KSN KSP KSK 

PKN JAP JAP JKP JLP Jling.P JSN JAP JAP --- JAP JAP --- JSN --- --- 

PKW JAP JKP JKP JLP Jling.P JSN JAP JAP JSP JAP JAP JSP JSN JSP --- 

PKL JKP JKP JLP JLP Jling.P JSN --- --- JSK --- --- JSK --- --- JSK 

PKLing JLP JLP JLP JLP Jling.P --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Persil Jling.P Jling.P Jling.P Jling.P Jling.P --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

PKSN JSN JSN JSN --- --- JSN --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bandara 

Utama 
JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bandara 

Pengumpul 
JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Bandara 

Pengumpan 
--- JSP JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Pelabuhan 

Utama 
JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Pelabuhan 

Pengumpul 
JAP JAP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Pelabuhan 

Pengumpan 
--- JSP JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

KSN JSN JSN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

KSP --- JSP --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

KSK --- --- JSK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

JKP-1 Ibukota Provinsi Ibukota Provinsi 

JKP-2 Ibukota Kabupaten/ Kota 

JKP-3 Ibukota Kabupaten/ Kota Ibukota Kabupaten/ Kota 

JKP-4 Ibukota Kecamatan 

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI JALAN 

PADA SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER  
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• JAP (Jalan Arteri Primer) 
 AntarPKN 

 Antara PKN dan PKW 

 Antara PKN dan/atau PKW dan Pelabuhan Utama/Pengumpul 

 Antara PKN dan/atau PKW dan Bandar Udara Utama/Pengumpul 

• JKP (Jalan Kolektor Primer) 
 JKP-1  Antaribukota provinsi 

 JKP-2  Antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota 

 JKP-3  Antaribukota kabupaten/kota 

 JKP-4  Antara ibukota kabupatern/kota dan ibukota kecamatan 

• JLP (Jalan Lokal Primer) 
 Antara PKN dan PK-Ling 

 Antara PKW dan PK-Ling 

 antarPKL 

 Antara PKL dan PK-Ling 

• Jling.P (Jalan Lingkungan Primer) 
 Antarpusat kegiatan dalam kawasan perdesaan  

 Jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan  

JALAN NASIONAL 

JALAN DAERAH 

(Prov/ Kab) 

FUNGSI JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER 
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Keterangan : 

JAS = Jalan Arteri Sekunder 

JKS = Jalan Kolektor Sekunder 

JLS = Jalan Lokal Sekunder 

JLing.S = Jalan Lingkungan Sekunder 

Perkotaan Primer Sekunder I Sekunder II Sekunder III Perumahan 

Primer --- JAS --- --- --- 

Sekunder I JAS JAS JAS --- JLS 

Sekunder II --- JAS JKS JKS JLS 

Sekunder III --- --- JKS JLS JLS 

Perumahan --- JLS JLS JLS Jling.S 

Kawasan 
Primer 

Kawasan 
Sekunder  

I 

Kawasan 
Sekunder  

II 

Kawasan 
Sekunder  

III 

Perumahan 

JAS 
JAS 

JAS 

JAS 
JAS 

JKS 

JKS 

JLS 

JLS 

JLS 

JLS 

JLingS 

Kawasan 
Sekunder  

I 

Kawasan 
Sekunder  

II 

Kawasan 
Sekunder  

III 

Perumahan 

ARAHAN PENATAAN RUANG DALAM PENGATURAN FUNGSI 

JALAN PADA SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER  
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Menyusun konsep penetapan 
JAP & JKP-1 berdasarkan 

RTRWN 

Menyampaikan konsep kepada Menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang LLAJ 

Menetapkan fungsi (JAP & JKP-1) 
setelah memperhatikan masukan dari 

Menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang LLAJ 

Penetapan JAP dan JKP-1 

Penetapan JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JKS, JLS, dan Jling-S 

Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Menteri 

Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur 

KHUSUS DKI JAKARTA, 
GUBERNUR DKI 

JAKARTA menetapkan 
ruas jalan sebagai JAS, JKS, 

JLS, dan Jling-S 

GUBERNUR menetapkan ruas jalan 

sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, 

dan semua ruas jalan dalam sistem 

jaringan jalan sekunder 

 

Kepmen tentang penetapan ruas jalan 

sebagai JAP & JKP-1 

 

Usulan Bupati/ Walikota tentang 

fungsi jalan  untuk ruas jalan sebagai 

JKP-4, JLP, Jling-P, dan semua ruas 

jalan dalam sistem jaringan jalan 

sekunder 

PROSEDUR PENETAPAN FUNGSI JALAN 
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Secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh 

Menteri (Permen PU No. 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan) 

FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh 
MENTERI (Keputusan Menteri) 

FUNGSI JALAN yang ditetapkan oleh 
GUBERNUR (Keputusan Gubernur) 

JALAN PROVINSI  
di DKI JAKARTA 
oleh Gubernur 

JALAN NASIONAL oleh 

Menteri 

JALAN PROVINSI oleh 

Gubernur 

JALAN KABUPATEN oleh 

Bupati 

JALAN KOTA oleh Walikota 

JALAN DESA oleh Bupati 

PROSEDUR PENETAPAN STATUS JALAN 
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 Penetapan status jalan dapat dilakukan PALING LAMBAT 90 HARI sejak 

tanggal ditetapkannya fungsi jalan. 

 

 Penyelenggara jalan sebelumnya TETAP BERTANGGUNG JAWAB atas 

penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan. 

 

 

Penetapan 
PERUBAHAN FUNGSI 

JALAN 

Usulan perubahan 
status jalan oleh 

PENYELENGGARA 
JALAN SEBELUMNYA 

Penyelenggara jalan 
yang akan menerima 

90 HARI 
Penetapan 

PERUBAHAN STATUS 
JALAN 

PERUBAHAN STATUS JALAN 
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2. PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR 



•16 
16 

PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR 

Malang 

Probolinggo 

Tuban 

Kediri 

Madiun 

Banyuwangi 

Jember Blitar 

Pamekasan 

Bojonegoro 

Pacitan 

Pasuruan 

Trenggalek Tulungagung 

Sumenep 

Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2017 Tentang RTRWN, Provinsi Jawa Timur terdiri atas: 
a.PKN : Kawasan Perkotaan Gerbangkerto Susila dan Malang 
b.PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, Pacitan, Pasuruan, Trenggalek, Tulungagung, dan Sumenep 
c.PKSN :  - 
d.Pelabuhan  : Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Tanjung Bumi – Tanjung Bulu Pandan, Tanjung Pakis (LIS), Tanjung Wangi, Gresik, Bawean, Pacitan, dan 
Probolinggo/Tanjung Tembaga 
e.Bandara         : Juanda dan Abdurrachman Saleh 
f.ASDP : Ujung, Kamal, Ketapang, Jangkar, Kalianget, Sapudi, P. Raas, Kangean, Bawean, Pacitan, Gili Ketapang, Probolinggo, Pulau Poteran, Pulau Masalembo, dan 
Pulau Sepanjang 
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Gresik 

Bangkalan 

Mojokerto 

Surabaya Sidoarjo 

Lamongan 



PROFIL PROVINSI JAWA TIMUR 
• Luas Wilayah : 47.157,72 km2 

• Jumlah Penduduk : 39,97 juta penduduk (BPS 2017) 

• Terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota 

• Panjang ruas jalan nasional di Prov. Jawa Timur adalah 2.361,23 Km 

a.  Jalan Arteri Primer :   949,49 Km 

b.  Jalan Kolektor Primer-1 : 1.411,74 Km 

• Panjang ruas jalan Provinsi : 1.421 Km 

• Panjang ruas jalan Kabupaten dan Kota: 35.151,99 Km 
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• Berdasarkan PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional (RIPKN) bahwa ada 4 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yaitu:  

 1. KSPN Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya 

 2. KSPN Ijen – Baluran dan sekitarnya 

 3. KSPN Trowulan dan sekitarnya 

 4. KSPN Sangiran dan sekitarnya 

• Berdasarkan Permenhub No. 69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Kebandarudaraan Nasional 

  

 

 

No. Bandar Udara Lokasi Penggunaan Hirarki 

1 Juanda Surabaya Internasional PP 

2 Abdul Rachman Saleh Malang Domestik P 

3 Blimbingsari Banyuwangi Domestik P 

4 Trunojoyo Sumenep Domestik P 

5 Noto Hadinegoro Jember Domestik P 



PELABUHAN LAUT DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017) 

•18 
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PELABUHAN PENYEBRANGAN DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017) 

•19 
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PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU DI JAWA TIMUR (KP 432 / 2017) 
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3. SURAT USULAN PEMERINTAH  

PROVINSI JAWA TIMUR 



SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR 
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SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR 
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SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR (2) 
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SURAT KEPALA BAPPEDA PROV. JAWA TIMUR (3) 
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USULAN PROVINSI JAWA TIMUR 
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4. REKAPITULASI EVALUASI USULAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 



KRITERIA EVALUASI: (I) ADMINISTRASI 

A. Kesesuaian Arahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah  

• JAP menghubungkan antara PKN-PKN, PKN-PKW, PKN/PKW-PU, PKN/PKW-PP, PKN/PKW-BU, PKN/PKW-BP,  

• JKP 1 menghubungkan antar Ibukota Provinsi 

• JSN menghubungkan PKN/PKW-PKSN, PKN/PKW-KSN, PKSN-PKSN 

B. Hierarki Outlet dalam Sistem Transportasi Nasional 

• Pelabuhan Utama dan Pengumpul berdasarkan Permen Perhubungan No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, 

• Bandara Pengumpul Skala Primer, Sekunder dan Tersier berdasarkan Permen Perhubungan No.69 Tahun 2013 tentang Rencana Induk 
Kebandarudaraan Nasional 

• Pelabuhan Angkutan Penyeberangan Kelas I berdasarkan Permen Perhubungan No. 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan 
Nasional 

• Terminal Tipe A berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No.SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 Penetapan Simpul Jaringan Transportasi 
Jalan untuk Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Indonesia 

C. Perubahan Fungsi Jalan 

D. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang didukung/diakses telah menjadi Perpres 

E. KSPN (Pariwisata) yang didukung/diakses adalah kawasan yang ber-irisan dengan KSN yang telah menjadi 
Perpres 

F. Tidak memenuhi kelima kriteria diatas 
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KRITERIA EVALUASI: (II) TEKNIS 

Kondisi jalan minimal sedang (dengan perkerasan) 

Lebar jalan minimal 6 m 

Mampu menyediakan ROW minimal 25 m (disertai dengan 
surat kesanggupan Pemerintah Daerah) 

Mampu menjaga tata guna lahan pada kedua sisi jalan 
(mengurangi hambatan samping) 

Terdapat penanganan sesuai kewenangan (Pemerintah 
Daerah) selama 5 tahun terakhir 

29 

 Kondisi jalan dan lebar ROW menentukan prioritas dalam perubahan fungsi dan 
status jalan menjadi jalan nasional. 



REKAP USULAN BAPPEDA JAWA TIMUR 

No Nama Ruas Kabupaten 
Panjang 

(km) 
Alasan Pengusulan 

Status 

Jalan 
1 Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam Wuruk, 

Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya, Jalan Brawijaya 3 

Kab. Banyuwangi 9,43 Lingkar Barat Banyuwangi, akan tukar 

guling dengan Jalan Nasional dengan 

nomor Ruas 078 11K – 077 11 K 

Jalan 

Kabupaten 

2 Jl. Harun Thohir (Gresik – Sidorukun), Jl. Kapten Darmo 

Sugondo (Segoromadu – Sidorukun), Jl. Yos Sudarso, Jl. RE 

Martadhinata (Roomo – Pelabuhan Gresik), Jl. Amak Khasim 

Kab. Gresik 7,85 Intensitas kendaraan melebihi tonase yang 

mampu diakomodir jalan kabupaten 

Jalan 

Kabupaten 

3 Jalan Lingkar Mojoagung Kab. Jombang 5,10 Ringroad perkotaan Mojoagung berfungsi 

sebagai jalan arteri primer 

Non-Status 

4 Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung – Nganjum  Kab. Malang 5,36 Bypass Jalan Nasional Blitar – Malang  Non-Status 

5 Mangliawan (Batas Kota Malang) – Tumpang, Tumpang – 

Tulusbesar (Ruas Asai: Tumpang – Wonomulyo) 

Kab. Malang 17,10 Akses strategis penunjang KSPN-BTS Jalan 

Kabupaten 

6 Asrikaton – Bandara Abdul Rahman Saleh, Sekarpuro – 

Bunut  

Kab. Malang  6,10 Akses strategis pendukung exit Tol Mapan Jalan 

Kabupaten 

7 Jalan Lingkar Luar Timur Sidoarjo (Candi – Prasung dan 

Prasung – Banjarkemantren)  

Kab. Sidoarjo 10,80 Jalan Penghubung antar Kab/Kota 

(Surabaya – Malang)  

Non-Status 

8 Arya Wiraraja Kab. Sumenep 2,90 Akses Pelabuhan Kalianget, tukar guling 

dengan jalan nasional ruas : Jln. Jend. 

Sudirman (R.115 UK), Jln. A. Yani (R.115 

12K) dan Urip Somoharjo (R.U5 13K) 

Jalan 

Kabupaten 

9 Montong – Jojogan, Montong –  Sumberarum, Glondong – 

Sumberarum  

Kab. Tuban  32,82 Akses menuju industri semen dan membuka 

akses industri migas 

Jalan 

Kabupaten 

10 Sugihwaras – Bogorejo – Tunah  Kab. Tuban 15,20 Mengurai kemacetan lalu lintas dan sebagai 

pengembangan perkotaan Tuban 

Non-Status 

11 Ruas Pulosari – Bukur  Kab. Tulungagung  5,59 Sebagai jalan lingkar timur Tulungagung 

yang menghubungkan Jalan Nasional 

dengan Jalan Provinsi. Pada tahun 2019 

Jembatan Ngujang II telah dibangun oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum RI 

Jalan 

Kabupaten 

12 Jalan LA. Sucipto, Jalan Ki Ageng Gribig, Jalan Mayjend 

Sungkono, Jalan Rajasa, Jalan Raya Gadang  

Kota Malang 11,23 Exit Tol Malang-Pandaan, Tukar guling 

dengan Jalan Nasional Ruas 102 (13K-18K) 

Jalan Kota 

13 Panglima Sudirman (Perempatan Radupangger s/d Batas 

Kota) 

Kota Probolinggo 0,83 Jaringan jalan nasional supaya tidak 

terputus 

Non-Status 
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RESUME HASIL ANALISIS 

Total panjang ruas yang diusulkan Pemprov Jawa Timur  130,31 KM 

Total panjang ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional 24,50 KM 

Total panjang ruas jalan yang belum berpotensi menjadi jalan 
nasional 

105,81 KM 

Hasil Analisis Tambahan: 

1. Berpotensi upgrade/naik status 38,20 KM 

2. Berpotensi downgrade/turun status: 
•Terdampak dari ruas upgrade (19,39 KM)* 
•Analisis tambahan tetapi berpotensi untuk downgrade  (91,86 KM) 
•Ruas jalan nasional baru pada SK 2015 tetapi berpotensi untuk 
downgrade (151,49 KM) 

262,74 KM 
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Catatan: dari 20,26 km tersebut terdapat 5 (lima) ruas jalan yang harus di-downgrade 
namun belum tercantum dalam Berita Acara, yaitu: 
  

014.11K Jln. Layang Sidoarjo 

015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo) 

015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo) 

015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo) 

015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo) 



RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN NASIONAL (1) 

No. Nama Panjang 

Asal Status Jalan Perubahan 
Status 
Jalan 

Menjadi 

Justifikasi 
Provinsi Kabupaten Kota 

1. Jl. RE Martadhinata (Roomo – Pelabuhan Gresik) 2,45 - Gresik - Jalan 
Nasional 

Akses Pelabuhan 
Gresik 

2. Jalan Lingkar Mojoagung 5,10 - Jombang - Jalan 
Nasional 

Tukar guling 
(alternatif) ruas 039 
(Bts Kota Jombang – 
Bts Kab Mojokerto) 

3. Jalan Lingkar Barat Kepanjen, Talangagung – 

Nganjum  

5,75 - Malang - Jalan 
Nasional 

Tukar guling ruas 
102 (Bts Kota Malang 
– Kepanjen) karena 
sulit dilakukan 
pelebaran (padat 
kawasan komersil) 

4. Jalan Lingkar Timur Sidoarjo 10,90 - Sidoarjo - Jalan 
Nasional 

Tukar guling ruas 
012.11K-15K, 
014.11K, dan 
015.11K-15K (dalam 
Kota Sidoarjo) 

5. Jln. P. Sudirman (Pilang - Probolinggo) (Probolinggo) 

(020 12K) 

*penambahan panjang jalan nasional 

0,30 
(0,61  0,91) 

- Probolinggo - Jalan 
Nasional 

missing link 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN NASIONAL (2) 

No. Nama Panjang 

Asal Status Jalan Perubahan 
Status 
Jalan 

Menjadi 

Justifikasi 
Provinsi Kabupaten Kota 

6. Jalan dan Jembatan Suramadu 6,10 - - - Jalan 
Nasional 

Penyerahan dari 
BUJT 

7. Jalan Akses Suramadu 11,34 - - - Jalan 
Nasional 

Penyerahan dari 
BUJT 

8. Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) (013 11K) 

*penambahan panjang jalan nasional  

1,60 
(3,15  4,75) 

- Sidoarjo - Jalan 
Nasional 

missing link 

9. Gempol By Pass 3,22 - Sidoarjo - Jalan 
Nasional 

Tukar guling ruas 
016 (Gempol – Bts 
Kota Bangil) karena 
jalur kendaraan berat 

10. Lingkar Pacitan 4,36 - Pacitan - Jalan 
Nasional 

Tukar guling ruas 
048.12K (Jl. Gatot 
Subroto) dan 
049.11K (Jl. Jend. 
Sudirman) 

10. Lawean – Sukapura (122) 

*penambahan panjang jalan nasional 

11,58 
(20,21  31,79) 

- Probolinggo - Jalan 
Nasional 

Akses ke pintu 
gerbang KSPN Bromo 
– Tengger – Semeru 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (1) 

No Nama Panjang 
Asal Status 

Jalan 

Perubahan Status Jalan Menjadi 
Justifikasi 

Provinsi Kabupaten Kota 

1. 039 - Bts Kota Jombang – Bts Kab 
Mojokerto 

4,80 Nasional - Jombang - Tukar guling jalan daerah 

2. 102 - Bts Kota Malang – Kepanjen 
*pengurangan sebagian panjang 

4,16 
(13,26 – 9,10) 

Nasional - Malang - Tukar guling jalan daerah 

3. 012.11K Jln. RM. Mangun Diprojo 
(Sidoarjo) 
*pengurangan sebagian panjang 

2,12 
(2,63 – 0,51) 

Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

4. 012.12K Jln. Jenggolo (Sidoarjo) 0,75 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

5. 012.13K Jln. A. Yani (Sidoarjo) 0,91 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

6. 012.14K Jln. Gajah Mada (Sidoarjo) 0,99 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

7. 012.15K Jln. Mojopahit (Sidoarjo) 1,19 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

8. 014.11K Jln. Layang Sidoarjo 0,60 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

9. 015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo) 0,36 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

10. 015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo 
(Sidoarjo) 

1,17 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

11. 015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo) 0,95 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

12. 015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo) 0,29 Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

13. 015.15K Jln. Candi (Sidoarjo) 
*pengurangan sebagian panjang 

1,10 
(1,36 – 0,26) 

Nasional - Sidoarjo - Tukar guling jalan daerah 

Jl. Dr. Soetomo,  
Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur Suryo 
(Kab. Sumenep)  

Tidak jadi di-downgrade 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (2) 

No Nama Panjang 
Asal Status 

Jalan 

Perubahan Status Jalan Menjadi 
Justifikasi 

Provinsi Kabupaten Kota 

14. 009.1AK - Jl Kapasari 0,89 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

15. 009.1BK - Jl Kusuma Bangsa 1,72 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

16. 009.1CK - Jl. Gubeng Stasiun 0,26 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

17. 009.1DK - Jl. Raya Gubeng 0,52 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

18. 009.1EK - Jl. Biliton 0,70 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

19. 009.1FK - Jl. Sulawesi 0,49 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

20. 009.1GK - Jl. Raya Ngagel 3,00 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

21. 009.1HK - Jl. Kencana/B. Tomo  0,23 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

22. 009.1IK  - Jl. Ratna/Upajiwa 0,39 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

23. 009.1JK - Jl. Wonokromo Stasiun 0,54 Nasional - - Surabaya Sulit untuk pengembangan 

24. 011.12K - Jl. Kenjeran 
*pengurangan sebagian panjang 

1,25 
(4,88-3,63) 

Nasional - - Surabaya Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

25. 015 - Bts Kota Sidoarjo – Gempol  
*pengurangan sebagian panjang 

3,93 
(7,20-3,27) 

Nasional - Sidoarjo - Terdampak Lumpur Lapindo 

26. 016 - Gempol – Bts Kota Bangil 
*pengurangan sebagian panjang 

2,85 
(9,55-6,70) 

Nasional - Pasuruan - Terdampak Lumpur Lapindo 

27. 094 - Gempol – Pandaan 
*pengurangan sebagian panjang 

0,75 
(11,85-11,10) 

Nasional - Pasuruan - Terdampak Lumpur Lapindo 

28. 027.11K - Jl. Gubernur Suryo (Ngawi) 1,46 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 

29. 027.12K - Jl. P.B Sudirman (Ngawi) 1,44 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 

30. 028.11K - Jl. A. Yani (Ngawi) 2,00 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 

31. 031.13K - Jl. Soekarno – Hatta 1,40 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 

32. 032.11K - Jl. Basuki Rahmat (Ngawi) 1,68 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 

33. 032.12K - Jl. Sukowati (Ngawi) 1,81 Nasional -  Ngawi - Sulit untuk pengembangan 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (3) 

No Nama Panjang 
Asal Status 

Jalan 

Perubahan Status Jalan Menjadi 
Justifikasi 

Provinsi Kabupaten Kota 

34. 087.11K - Jl. Mayjen Sungkono 0,78 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

35. 087.12K - Jl. Mayor Bismo 
*pengurangan sebagian panjang 

1,12 
(1,62-0,5) 

Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

36. 087.13K - Jl. Diponegoro 0,74 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

37. 087.14K - Jl. Hasanuddin 0,62 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

38. 087.15K - Jl. Teuku Umar 0,34 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

39. 087.16K - Jl. Imam Bonjol 0,81 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

40. 087.17K - Jl. A. Yani 0,57 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

41. 087.18K - Jl mayjen Suprapto 0,58 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

42. 087.19K - Jl. Letjen Sutoyo 0,65 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

43. 087.1AK - Jl. Di Panjaitan 0,37 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

44. 087.1BK - Jl. Letjen S. Parman 1,17 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

45. 087.1CK - Jl. Letjen MT Haryono 0,44 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

46. 087.1DK - Jl. Brigjen Katamso 0,61 Nasional - - Kediri Jalan nasional paralel 

47. 048.11K - JL. WR Supratman 
*pengurangan sebagian panjang 

0,20 
(1,78-1,58) 

Nasional - Pacitan - Jalan nasional paralel 

48. 048.12K - Jl. Gatot Subroto 2,23 Nasional - Pacitan - Jalan nasional paralel 

49. 049.11K - JL. Jend. Sudirman  1,26 Nasional - Pacitan - Jalan nasional paralel 

50. 049.12K - JL. Manggribi 0,51 Nasional - Pacitan - Jalan nasional paralel 

51. 049 - Bts. Kota Pacitan – Bts. Kab 
Trenggalek 
*pengurangan sebagian panjang 

39,40  
(56,94-17,54) 

Nasional - Pacitan - Jalan nasional paralel 

52. 096 - Pandaan – Purwosari 
*pengurangan sebagian panjang 

2,15 
(15,18-13,03) 

Nasional - Pasuruan - Jalan nasional paralel 

53. 106 - Srono – Muncar 10,00 Nasional - Banyuwangi - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (4) 

No Nama Panjang 
Asal Status 

Jalan 

Perubahan Status Jalan Menjadi 
Justifikasi 

Provinsi Kabupaten Kota 

54. 130 - Bts Kota Madiun – Bts. Kab 
Ponorogo 

15,56 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

55. 130.11K - Jl. Raya Madiun – Ponorogo 
(Madiun) 

0,58 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

56. 131 Bts Kab Madiun – Bts Kota 
Ponorogo 

5,23 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

57. 131.11K - Jl. Arif Rachman Hakim 
(Ponorogo) 

1,73 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

58. 131.12K - Jl. Letjen S. Parman 
(Ponorogo) 

1,80 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

59. 131.13K - Jl. MT Haryono (Ponorogo) 1,66 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

60. 132 - Bts Kota Ponorogo – Dengok 2,86 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

61. 132.11K - Jl. Diponegoro (Ponorogo) 0,57 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

62. 132.12K - Jl. Alun-Alun Barat 
(Ponorogo) 

0,21 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

63. 132.13K - Jl. Gatot Subroto 
(Ponorogo) 

0,63 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

64. 133 - Dengok – Bts Kab Trenggalek 28,07 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

65. 134 - Bts. Kab Ponorogo – Bts Kota 
Trenggalek 

12,95 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

66. 134.11K - Jl. Mayjen 
Sungkono(Trenggalek) 

4,06 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

67. 134.12K - Jl. Yos Sudarso 
(Trenggalek) 

0,70 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 
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RUAS JALAN YANG BERUBAH STATUSNYA MENJADI JALAN DAERAH (5) 

No Nama Panjang 
Asal Status 

Jalan 

Perubahan Status Jalan Menjadi 
Justifikasi 

Provinsi Kabupaten Kota 

68. 134.13K - Jl. P Sudirman (Trenggalek) 0,54 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

69. 134.14K - Jl. Sukarno Hatta 
(Trenggalek) 

1,96 Nasional Jawa 
Timur 

- - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

70. 121 - Talok – Druju – Sendang Biru 41,98 Nasional - Malang - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 

71. 135 - Durenan – Prigi  30,40 Nasional - Trenggalek - Tidak menghubungkan 
outlet berskala nasional 
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5. PENUTUP 



PENUTUP 

Tindak lanjut setelah pembahasan bersama Pemerintah Daerah: 

•Terkait ruas jalan yang berpotensi menjadi jalan nasional, Pemda 
dapat memberikan surat pernyataan: 

Kesanggupan penyediaan ROW minimal 25 m sebagai upaya 
persiapan peningkatan kapasitas jalan. 

Kesanggupan upaya penertiban (penjagaan) tata guna lahan kedua 
sisi jalan sebagai upaya pencegahan hambatan samping. 

Adanya penanganan sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan 
(Pemerintah Daerah) selama 5 (lima) tahun terakhir. 

•Terkait ruas jalan yang tidak lagi berpotensi menjadi jalan nasional, 
Pemda (Sekda) dapat memberikan surat kesediaan serah terima BMN 
dari Kementerian PUPR.     
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CONTOH FORMAT YANG PERLU DISAMPAIKAN 
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LAMPIRAN SOP DIRJEN BINA MARGA 
(SOP/UPM/DJBM-32 DAN SOP/UPM/DJBM-33) 

Diperlukan informasi akurat terkait:  
Asal status penyelenggara jalan 
untuk ruas jalan upgrade. 
Calon penyelenggara jalan yang baru 
untuk ruas jalan downgrade. 
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TERIMA KASIH 



a. ANALISIS DAN EVALUASI USULAN PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 



1. USULAN RUAS JALAN ARGOPURO, JALAN RADEN WIJAYA, JALAN HAYAM WURUK, JALAN GAJAH 

MADA, JALAN BRAWIJAYA, JALAN BRAWIJAYA 3 (KAB. BANYUWANGI) - 9.43 KM 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1.Ruas jalan nasional eksisting masih dapat memfasilitasi 
kegiatan di daerah tersebut karena bernilai jauh di 
bawah titik jenuh, yaitu 0,8.  

2. Ruas eksisting nasional tersebut terdiri dari 4 lajur 2 
arah serta memiliki median. 

3. Sedangkan, ruas jalan usulan  tersebut terdiri dari 4 
lajur 2 arah kecuali untuk Jalan Argopuro dan Jalan 
Raden Wijaya yang terdiri dari 2 lajur 2 arah.  

4.Tidak ditemukan terminal tipe A, pelabuhan 
utama/pengumpul, ASDP, dan bandara pengumpul di 
daerah ruas usulan tersebut. 

5. Adanya rambu lalu lintas: kendaraan berat tidak boleh 
melintasi ruas 077.12K – 078.11K 

Ruas Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam 
Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya dan Jalan 
Brawijaya 3 diusulkan menjadi Jalan Nasional untuk 
menggantikan fungsi Jalan Nasional dengan nomor Ruas 
078 11K – 077 12 K  

Nama Ruas Usulan Ruas Jalan Argopuro, Jalan Raden Wijaya, Jalan Hayam 
Wuruk, Jalan Gajah Mada, Jalan Brawijaya dan Jalan 
Brawijaya 3  

Total Panjang Usulan 9,43 km 

Ruas jalan nasional 
eksisting 

Jalan Basuki Rahmat, Jalan PB Sudirman, Jalan Ahmad 
Yani, Jalan Adi Sucipto  (Nomor Ruas 078 11K – 077 12 K)  

Total Panjang jalan 
nasional eksisting 

5,44 km 
 

VCR Jalan Nasional 
Eksisting 

0.192 (IRMS 2018) 

077.12K Jl. Adi Sucipto 1,40 km 
077.13K Jl. A. Yani  1,31 km 
077.14K Jl. PB Sudirman 1,19 km 
078.11K Jl. Basuki Rahmat 1,54 km 45 



1. USULAN RUAS JALAN ARGOPURO, JALAN RADEN WIJAYA, JALAN HAYAM WURUK, JALAN GAJAH 

MADA, JALAN BRAWIJAYA, JALAN BRAWIJAYA 3 (KAB. BANYUWANGI) - 9.43 KM …….(LANJUTAN) 

Kesimpulan: 

Usulan ruas jalan tersebut belum berpotensi 
menjadi jalan nasional karena belum 
memenuhi kriteria teknis  ROW minimal 25 m 
dan tata guna lahan disepanjang usulan ruas 
sudah padat dengan kawasan pertokoan dan 
pemukiman sehingga sulit untuk pengembangan 
jaringan jalan ke depannya. 
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2. USULAN RUAS JL. HARUN THOHIR (GRESIK-SIDORUKUN), JL.KAPTEN DARMO SUGONDO (SEGOROMADU-

SIDORUKUN), JL. YOS SUDARSO, JL.RE MARTADHINATA (ROOMO- PELABUHAN GRESIK), JL.AMAK KHASIM  

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1. Terdapat Pelabuhan Gresik yang perlu difasilitasi oleh 
Jalan Nasional (Jl. RE Martadhinata) 

2. Dilihat dari sistem jaringan, sudah terdapat jalan 
nasional yang memfasilitasi daerah tersebut.  

3. Lebar ruas Jl. Harun Thohir 7 m dengan tata guna 
lahan pemukiman dan pertokoan, selain ini diawal dan 
akhir ruas jalan terdapat portal beton permanen. 

4. Lebar ruas jalan Amak Kasim 7 m dengan tata guna 
lahan kawasan industri, serta terdapat viaduct pada STA 
0+900. 

5. Lebar ruas jalan Kapt. Darmo Sugondo 7 m dengan 
tata guna lahan kawasan industri dan pertokoan. 

Ruas usulan, diusulkan menjadi Jalan Nasional karena 
intensitas kendaraan melebihi tonase yang mampu 
diakomodir jalan kabupaten. Sedangkan, penurunan 
jalan nasional eksisting diusulkan sebagai tukar guling 
dengan usulan perubahan status jalan kabupaten 
menjadi jalan nasional. 

Nama Ruas Usulan Jl. Harun Thohir (Gresik – Sidorukun), Jl. 
Kapten Darmo Sugondo (Segoromadu – 
Sidorukun), Jl. Yos Sudarso, Jl. RE Martadhinata 
(Roomo – Pelabuhan Gresik), Jl. Amak Khasim 

Total Panjang Usulan 7,85 km 

Ruas jalan nasional eksisting Jl. Dr. Soetomo, Jl. Usman Sadar, Jl. Gubernur 
Suryo (Gresik) ruas 081 12K – 081 14K 

Total Panjang jalan nasional 
eksisting 

2,80 km 
 

VCR Jalan Nasional Eksisting 0,71 (IRMS 2018) 

Ruas Eksisting 

Ruas Usulan 

Kesimpulan: 

Usulan ruas Jl RE Martadhinata berpotensi menjadi jalan 
nasional karena akses ke Pelabuhan Gresik, sedangkan 
usulan ruas lainnya belum berpotensi menjadi jalan nasional 
karena belum memenuhi kriteria teknis ROW minimal 25 m. 
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2. USULAN RUAS JL. HARUN THOHIR (GRESIK-SIDORUKUN), JL.KAPTEN DARMO SUGONDO (SEGOROMADU-

SIDORUKUN), JL. YOS SUDARSO, JL.RE MARTADHINATA (ROOMO- PELABUHAN GRESIK), JL.AMAK KHASIM  
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3. USULAN JALAN LINGKAR MOJOAGUNG (KAB. JOMBANG) - 5.10 KM 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1. Ruas jalan Lingkar Mojoagung (lebar rata-rata 15 m) merupakan alternatif dari ruas jalan nasional eksisting 039. Bts Kota Jombang – 
Bts Kab Mojokerto yang  mana volume lalu lintas hariannya tinggi dan fungsi jalan arteri pada kota tersebut sudah kurang optimal. 

2. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung belum tuntas pembangunan jalannya secara  keseluruhan karena perlu adanyan perbaikan geometri 
jalan untuk laik fungsi jalan. 

3. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung diusulkan penanganannya melalui Renstra 2020-2024, setelah selesai pembangunan jalan tersebut 
dan fungsional maka akan ditingkatkan status jalannya menjadi jalan nasional. 

4. Ruas Jalan Lingkar Mojoagung berpotensi menjadi jalan nasional dan jalan nasional eksisting yang melalui kota 
Mojoagung diusulkan untuk diserahkan kepada Pemkab Jombang. 

Ruas Eksisting Ruas Usulan 
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4.  RUAS JALAN LINGKAR BARAT KEPANJEN, TALANGAGUNG – NGANJUM 

(KAB.MALANG) – 5,75 KM 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1. Kondisi jalan nasional eksisting sulit untuk dilakukan pelebaran karena keterbatasan lahan dan tata guna lahan 
sepanjang ruas jalan yang padat terdiri dari kawasan komersil. 

2. Hasil survei lapangan panjang ruas jalan Lingkar Barat Kepanjen 5,75 km terdiri dari 3,6 km 4L (lebar 13,6 m) dan 2,15 
km 2L (lebar 7,2 m). 

3. Ruas Jalan Lingkar Barat Kepanjen berpotensi menjadi jalan nasional dengan catatan Pemerintah Daerah 
menyediakan ROW minimal 25 m untuk pelebaran jalan sepanjang 2,15 km, sedangkan ruas jalan nasional 
eksisting (102 Bts Kota Malang – Kepanjen) berkurang 4,16 km dan diusulkan akan diserahkan kepada 
Pemerintah Kabupaten Malang. 

Ruas usulan, diusulkan menjadi jalan 
nasional karena merupakan bypass 
Jalan Nasional Blitar – Malang 

Nama Ruas 
Usulan 

Jalan Lingkar Barat 
Kepanjen, 
Talangagung – 
Nganjum 

Total Panjang 
Usulan 

5,75 km 

Ruas jalan 
nasional 
eksisting 

Ruas Jalan Lingkar 
Barat Kepanjen 
(Ruas asal : Bts. 
Kota Malang – 
Kepanjen) dan 
penurunan Ruas 102 
(Malang) 

Total Panjang 
jalan nasional 
eksisting 

13,26 km 
 

Ruas Usulan 

Ruas Eksisting 
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5, 6, 12. USULAN RUAS MANGLIAWAN (BATAS KOTA MALANG) – TUMPANG, TUMPANG – TULUSBESAR (RUAS ASAI: 

TUMPANG – WONOMULYO), ASRIKATON – BANDARA ABDUL RAHMAN SALEH, SEKARPURO – BUNUT, JALAN LA. SUCIPTO, 

JALAN KI AGENG GRIBIG, JALAN MAYJEND SUNGKONO, JALAN RAJASA, JALAN RAYA GADANG 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1. Ruas hijau diusulkan sebagai penunjang KSPN Bromo-Tengger-Semeru. Berdasarkan sistem jaringan jalan nasional, akses 
KSPN Bromo-Tengger-Semeru telah difasilitasi oleh jalan nasional Lawean – Sukapura. 

2. Ruas kuning bagian atas diusulkan menjadi jalan nasional untuk memfasilitasi akses tol sekaligus memfasilitasi Bandara 
Abdul Rachman Saleh. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 69 Tahun 2013 Tentang Tatanan Kebandarudaraan 
Nasional, Bandara Abdul Rachman Saleh termasuk bandara pengumpan sehingga belum memenuhi kriteria untuk 
difasilitasi jalan nasional. 

3. Terdapat ruas kuning bagian bawah dan ungu yang diusulkan tukar guling dengan ruas 102.13K-102.18K.  VCR ruas jalan 
nasional eksisting berkurang dengan beroperasinya Jalan Tol Pandaaan – Malang sehingga usulan ruas tersebut belum 
berpotensi menjadi jalan nasional.  

4. Ruas yang dilingkari belum berpotensi untuk menjadi jalan nasional karena tidak menghubungkan tempat kegiatan 
strategis berskala nasional. 

Nama Ruas 
Usulan 

Ruas Mangliawan (Batas Kota 
Malang) – Tumpang, 
Tumpang – Tulusbesar (Ruas 
Asai: Tumpang – 
Wonomulyo), Asrikaton – 
Bandara Abdul Rahman Saleh, 
Sekarpuro – Bunut, Jalan LA. 
Sucipto, Jalan Ki Ageng 
Gribig, Jalan Mayjend 
Sungkono, Jalan Rajasa, Jalan 
Raya Gadang (Kab. Malang 
dan Kab. Tulungagung) 

Total 
Panjang 
Usulan 

34.43 km 

Ruas jalan 
nasional 
eksisting 

Ruas 122 (Lawean-Sukapura), 
ruas 102.13K-102.18K 

Ruas Eksisting 

Ruas Usulan 
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 7. USULAN RUAS LINGKAR LUAR TIMUR SIDOARJO (CANDI – PRASUNG 

DAN PRASUNG – BANJARKEMANTREN) (KAB. SIDOARJO) - 10.90 KM 

Hasil Telaahan: 

1. Hasil survei lapangan bahwa ruas jalan Lingkar Timur Sidoarjo panjangnya 10,8 
Km terdiri dari 3,71 km 4L (lebar 14 m) dan 7,19 km 2L (lebar 7 m) dengan tata 
guna lahan bervariasi ada pertokoan, kawasan industri dan pertanian.  

2. Ruas jalan Lingkar Timur Sidoarjo berpotensi menjadi jalan nasional dengan 
catatan Pemerintah Daerah diminta menyediakan ROW minimal 25 m untuk 
pengembangan jaringan ruas jalan tersebut ke depannya. 

Nama 
Ruas 
Usulan 

Lingkar Luar Timur 
Sidoarjo (Candi – 
Prasung dan Prasung – 
Banjarkemantren) (Kab. 
Sidoarjo) 

Total 
Panjang 
Usulan 

10,90 km 

Ruas jalan 
nasional 
eksisting 

Ruas 012.11K-15K; 
015.11K-15K; dan 
014.11K 

Ruas usulan diajukan sebagai Jalan 
Penghubung antar Kab/Kota 
(Surabaya – Malang).  

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Ruas 
Eksisting 

Ruas Usulan 

Menuju 
Surabaya 

Menuju 
Malang 

Catatan: terdapat 5 ruas jalan yang harus 
di-downgrade namun belum tercantum 
dalam Berita Acara: 
  014.11K Jln. Layang Sidoarjo 

015.11K Jln. Gatot Subroto (Sidoarjo) 

015.12K Jln. Sunandar P. Sudarmo (Sidoarjo) 

015.13K Jln. Diponegoro (Sidoarjo) 

015.14K Jln. Thamrin (Sidoarjo) 
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 8. USULAN RUAS ARYA WIRARAJA DAN TURUN STATUS RUAS JL. DR. SOETOMO,  

JL. USMAN SADAR, JL. GUBERNUR SURYO (KAB. SUMENEP) - 2.9 KM 

Hasil Telaahan: 

1. Pelabuhan Kalianget termasuk Pelabuhan Regional Pengumpan (KP No. 432 
Tahun 2017) sehingga tidak memenuhi kriteria administrasi menjadi  
jalan nasional. 

2. Bandara Trunojoyo termasuk Bandara Pengumpan (PM No. 69 Tahun 2013).  

3. Menurut IRMS 2018, VCR maksimum di ruas 115.11K dan 12K adalah 0,35. 
Sehingga, untuk ruas ini dapat disimpulkan belum berpotensi menjadi 
jalan nasional karena tidak menghubung pusat kegiatan strategis yang 
berskala nasional. 

Ruas usulan diajukan sebagai Akses 
Pelabuhan Kalianget dan Bandara 
Trunojoyo. 

Nama Ruas 
Usulan 

Ruas Arya Wiraraja 
dan Turun Status Ruas 
Jl. Dr. Soetomo, Jl. 
Usman Sadar, Jl. 
Gubernur Suryo (Kab. 
Sumenep) 

Total Panjang 
Usulan 

2,9 km 

Ruas jalan 
nasional 
eksisting 

ruas 115.11K dan 12K 

Total Panjang 
jalan nasional 
eksisting 

2,8 km. 

Ruas Eksisting 

Ruas Usulan 

Pelabuhan 
Kalianget 

Bandara 
Trunojoyo 
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Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 



 9, 10. USULAN RUAS MONTONG – JOJOGAN, MONTONG –  SUMBERARUM, 

GLONDONG – SUMBERARUM, SUGIHWARAS – BOGOREJO – TUNAH (KAB. TUBAN) 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Hasil Telaahan: 

1. Ruas Montong – Jojogan, Montong –  Sumberarum, Glondong – Sumberarum tidak mengakses pusat kegiatan berskala 
nasional sehingga belum berpotensi menjadi jalan nasional. 

2. Ruas Sugihwaras – Bogorejo – Tunah tidak mengakses pusat kegiatan berskala nasional sehingga belum berpotensi 
menjadi jalan nasional. 

Ruas Usulan 

Ruas ungu diusulkan sebagai akses 
menuju industri semen dan membuka 
akses industri migas, sedangkan ruas 
biru diperuntukan mengurai 
kemacetan lalu lintas dan sebagai 
pengembangan perkotaan Tuban. 

Nama Ruas Usulan Montong – Jojogan, 
Montong –  Sumberarum, 
Glondong – Sumberarum, 
Sugihwaras – Bogorejo – 
Tunah (Kab. Tuban) 

Total Panjang 
Usulan 

48,02 km 

Montong – Jojogan, 

Montong –  

Sumberarum, 

Glondong – 

Sumberarum 

Sugihwaras – 

Bogorejo – Tunah 

Ruas Usulan 
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 11.  RUAS PULOSARI – BUKUR (KAB. TULUNGAGUNG) - 5.59 KM  

Hasil Telaahan: 

1. Usulan ruas jalan tidak mengakses pusat kegiatan yang berskala nasional. 

3. Selain itu, usulan ruas jalan tidak menerus, sehingga usulan jalan nasional ini belum berpotensi menjadi jalan 
nasional. 

Ruas usulan di ajukan sebagai 
jalan lingkar timur Tulungagung 
yang menghubungkan Jalan 
Nasional dengan Jalan Provinsi. 

Nama Ruas 
Usulan 

Ruas Pulosari – Bukur 
(Kab. Tulungagung) 

Total Panjang 
Usulan 

 5,59 km 

Ruas jalan 
nasional 
eksisting 

Ruas 054.11K, 
090.11K-14K 

Jalan Nasional 

Usulan Jalan Nasional 

Ruas Usulan 
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 13. USULAN RUAS PANGLIMA SUDIRMAN (KOTA PROBOLINGGO) - 0.3 KM 

Hasil Telaahan: 

Terdapat ruas jalan nasional missing link (020 12K - JLN. P. SUDIRMAN (PILANG - PROBOLINGGO) (PROBOLINGGO) 
sepanjang 300 m, sehingga perlu penambahan panjang ruas dalam SK Menteri PUPR yang semula 0,61 km 
akan menjadi 0,91 km. 

Ruas Usulan 

Ruas sepanjang 0,3 km 
diusulkan menjadi jalan 
nasional agar jaringan jalan 
nasional tidak terputus. 

Nama 
Ruas 
Usulan 

Ruas Jalan 
Panglima 
Sudirman 

Total 
Panjang 
Usulan 

0,3 km 
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b. ANALISIS TAMBAHAN 



 Ruas jalan 009.1AK-009.1JK merupakan ruas jalan nasional 

dalam kota Surabaya sehingga peranan fungsi jalan arteri 

primer berubah. Selain itu  peningkatan kapasitas jalan 

pada ruas tersebut sulit dilaksanakan karena tata guna 

lahan, daerah perkantoran, dan padat pemukiman 

penduduk. 

 Pengurangan panjang ruas no 011.12K sepanjang 1,25 Km 

karena tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan 

berskala nasional. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 

009.1AK-009.1JK dan ruas jalan 011.12K sepanjang 1,25 

Km diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya 

serta diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya. 

Ruas jalan yang downgrade: 
009.1AK Jl Kapasari 0,89 Km 
009.1BK Jl Kusuma Bangsa 1,72 Km 
009.1CK Jl. Gubeng Stasiun 0,26 Km 
009.1DK Jl. Raya Gubeng 0,52 Km 
009.1EK Jl. Biliton 0,70 Km 
009.1FK Jl. Sulawesi 0,49 Km 
009.1GK Jl. Raya Ngagel 3,00 Km 
009.1HK Jl. Kencana/B. Tomo 0,23 Km 
009.1IK  Jl. Ratna/Upajiwa 0,39 Km 
009.1JK Jl. Wonokromo 0,54 Km  
                   Stasiun  
011.12K Jl. Kenjeran 1,25 Km 
  9,99 Km 

ruas jalan 
downgrade: 

8,74 Km 

ruas jalan 
downgrade: 

1,25 Km 

JAP 
Jalan  Tol 
Usulan Jalan  Downgrade 
Usulan Jalan  Upgrade 
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1. Jalan dan Jembatan Suramadu 

 Panjang: 6,1 km 

 Lebar jalan: 4L 27,5 m 

 

2. Jalan Akses Suramadu 

 Panjang: 11,34 km 

 Lebar jalan: 4L 14 m 

 

Kedua ruas diatas berpotensi menjadi jalan 

nasional karena terdapat Jembatan 

Suramadu yang menghubungkan Kota 

Surabaya dengan Kab. Bangkalan 

(Pulau Madura). 
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Terdapat missing link pada ruas 013 11K - Jalan Akses Bandara Juanda (Sidoarjo) sepanjang 1,6 km sehingga panjang dalam SK 

Menteri PUPR No.248/2015 yang semula 3,15 km maka diusulkan berubah menjadi 4,75 km. 
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4,75 km 



ruas jalan 015 
downgrade: 

 3,93 Km 

 Ruas jalan 015 diusulkan pengurangan panjang 3,93 Km karena 

terkena dampak lumpur Lapindo. 

 Ruas 016 diusulkan pengurangan panjang 2,85 km dan ruas 094 

juga pengurangan panjang 0,75 km 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 015 diusulkan 

pengurangan panjang 3,93 Km untuk berubah fungsi dan statusnya 

serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten  Sidoarjo 

sedangkan ruas jalan 016 dan 094 pengurangan panjang sepanjang 

3,60 km yang berubah fungsi dan statusnya akan diserahkan 

kepada Pemkab Pasuruan. 

ruas jalan 094 
downgrade: 

 0,75 Km 
ruas jalan 016 
downgrade: 

 2,85 Km 

ruas jalan upgrade: 
3,22 Km 

Jalan  Tol 

JAP 

Usulan Jalan  Downgrade 
Usulan Jalan  Upgrade 

JKP-1 

Ruas jalan Gempol Bypass diusulkan untuk alih fungsi dan upgrade statusnya 

menjadi Jalan Nasional karena ruas jalan tersebut sebagai jalur kendaraan berat. 

Ruas jalan yang downgrade: 
015  Bts Kota Sidoarjo – Gempol  3,93 Km 
016  Gempol – Bts Kota Bangil 2,85 Km 
094  Gempol – Pandaan  0,75 Km 
  7,53 Km 
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 Ruas jalan 027.11K, 027.12K, 032.11K, 032.12K merupakan ruas jalan nasional melalui kawasan perkotaan Ngawi 

sehingga peranan fungsi jalan arteri primer berubah. Selain itu, peningkatan kapasitas jalan pada ruas tersebut sulit 

dilaksanakan karena tata guna lahan, daerah perkantoran, dan padat pemukiman penduduk. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan tersebut diusulkan untuk alih fungsi dan turun status serta diserahkan 

kepada Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

Ruas 028.11 
Kendaraan Berat (smp/hari): 
Gol 6 : 3909 
Gol 7 : 364 
VCR : 0,28 
AADT(smp/hari) : 15280 
Lebar rata – rata : 12,7 m 
 
 

Ruas 032.12 
Kendaraan Berat (smp/hari): 
Gol 6 : 1446 
Gol 7 : 404 
VCR : 0,39 
AADT(smp/hari) : 14761 
Lebar rata – rata : 8,79 m 
 
 

Ruas 027.11 
Kendaraan Berat (smp/hari): 
Gol 6 : 6078 
Gol 7 : 1918 
VCR : 0,38 
AADT(smp/hari) : 30378 
Lebar rata – rata : 12,7 m 
 
 
 

Jalan Arteri Primer 
Jalan  Tol 
Usulan Jalan  Downgrade 

Ruas jalan yang downgrade: 
027.11K  Jl. Gubernur Suryo (Ngawi)     1,46 Km 
027.12K  Jl. P.B Sudirman (Ngawi)   1,44 Km 
028.11K  Jl. A. Yani (Ngawi)   2,00 Km 
032.11K  Jl. Basuki Rahmat (Ngawi)   1,68 Km 
032.12K  Jl. Sukowati (Ngawi)   1,81 Km 
031.13K Jl. Soekarno – Hatta    1,40 Km 
     9,79 Km 
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 Ruas jalan 087.11K-087.1DK dan ruas jalan 088.11K-

088.17K merupakan ruas jalan nasional melalui kota Kediri 

yang paralel sehingga perlu untuk memilih ruas jalan yang 

sesuai dengan peranan fungsi jalan kolektor primer-1.  

 Tata guna lahan ruas jalan 087.11K-087.1DK berada pada 

daerah perkantoran dan padat pemukiman penduduk. 

Sehinga ruas jalan tersebut  diusulkan untuk diserahkan 

kepada Pemerintah Kota Kediri. 

ruas jalan downgrade: 
8,80 Km 

Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 

Ruas jalan yang downgrade: 
087.11K  JL. MAYJEN SUNGKONO 0,78 Km 
087.12K  JL. MAYOR BISMO 1,12 Km 
087.13K  JL. DIPONEGORO 0,74 Km 
087.14K  JL. HASANUDDIN 0,62 Km 
087.15K  JL. TEUKU UMAR 0,34 Km 
087.16K  JL. IMAM BONJOL 0,81 Km 
087.17K  JL. A. YANI 0,57 Km 
087.18K  JL MAYJEN SUPRAPTO 0,58 Km 
087.19K  JL. LETJEN SUTOYO 0,65 Km 
087.1AK  JL. DI PANJAITAN 0,37 Km 
087.1BK  JL. LETJEN S PARMAN 1,17 Km 
087.1CK  JL. LETJEN MT HARYONO 0,44 Km 
087.1DK  JL. BRIGJEN KATAMSO 0,61 Km 
    8,56 Km 
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 Ruas jalan 049, 049.11K, 049.12K dan pengurangan panjang ruas 048.11K sepanjang 0,20 Km merupakan ruas jalan 

nasional yang paralel dengan ruas 050.  

 Untuk itu perlu memilih ruas jalan yang optimal sehingga diusulkan memilih ruas 050, sedangkan ruas jalan 049, 

049.11K, 049.12K, dan pengurangan panjang ruas 048.11K sepanjang 0,20 Km dan pengurangan panjang ruas 049 

diusulkan untuk alih fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan, sedangkan 

ruas jalan lingkar Pacitan akan diupgrade statusnya menjadi jalan nasional sepanjang 4,36 Km. 

Ke Tl. Agung 

Ruas 049 (44,96 Km) 
Kendaraan Berat (smp/hari): 
Gol 6 : 446 
Gol 7 : 0 
VCR : 0,15 
AADT(smp/hari) : 3992 
Lebar rata – rata : 7 m 
 
 
 

ruas jalan downgrade: 
2,98 Km 

ruas jalan upgrade 
Lingkar Pacitan:  

4,36 Km 

Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 

Usulan Jalan  Upgrade 

Ruas jalan yang downgrade: 
048.11K  JL. WR SUPRATMAN    0,20 Km 
048.12K  Jl. GATOT SUBROTO    2,23 Km 
049.11K  JL. JEND. SUDIRMAN     1,26 Km 
049.12K  JL. MANGGRIBI    0,51 Km 
049          BTS KOTA PACITAN -     39,4 Km 
                 BTS KAB TRENGGALEK 
   41,6 Km 

65 



 Ruas jalan 096 (Pandaan – Purwosari) merupakan ruas jalan nasional melalui kota 

Pandaan sehingga peranan fungsi jalan arteri primer berubah. Selain itu peningkatan 

kapasitas jalan pada ruas tersebut sulit dilaksanakan karena tata guna lahan, daerah 

perkantoran, dan padat pemukiman penduduk. 

 Sehubungan dengan hal tersebut, maka ruas jalan 096 diusulkan untuk berubah 

fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten  

Pasuruan. 

ruas jalan downgrade: 
2,15 Km 

Usulan Jalan  Downgrade 
JAP 

Ruas 096 
Kendaraan Berat (smp/hari) 

Gol 6 : 2619 
Gol 7 : 2135 
VCR : 0,588 
AADT (smp/hari):29528 
Lebar Rata-Rata: 14 m 
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Ruas jalan 106 (Srono – Mancar) merupakan ruas jalan nasional 

yang tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan berskala 

nasional sehingga ruas jalan 106 diusulkan untuk berubah fungsi dan 

turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten  

Banyuwangi. 

ruas jalan downgrade:  
10,09 Km 

Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 

Ruas 106 
Kendaraan Berat (smp/hari) 

Gol 6 : 1413 
Gol 7 : 331 
VCR : 0,3 
AADT (smp/hari):6605 
Lebar Rata-Rata: 5,92 m 
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 Lawean – Sukapura (ruas 122)  
20,21 Km 

Ruas jalan 122 (Lawean – Sukapura) merupakan ruas jalan nasional 

menjadi akses menuju KSPN Bromo sepanjang 20,21 km namun 

ruas jalan tersebut perlu penambahan panjang 11,58 km agar sampai 

menuju Gapura Taman Nasional Bromo – Semeru sehingga 

diusulkan penambahan panjang 11,58 km (2L; 4m) untuk akses 

menuju KSPN Bromo – Tengger – Semeru. 

 penambahan panjang akses 
menuju KSPN Bromo - Tengger  

11,58 Km 
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c. JALAN NASIONAL YANG BARU UPGRADE 

TAHUN 2015 



Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 

Ruas jalan 130-134.11K merupakan ruas jalan nasional 

baru naik status tahun 2015 yang tidak menghubungkan 

terhadap pusat kegiatan berskala nasional sehingga 

ruas-ruas jalan diusulkan untuk berubah fungsi dan 

turun statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur. 

130 Bts Kota Madiun - Bts Kab Ponorogo 15,56 km 
130.11K  Jl. Raya Madiun – Ponorogo (Madiun)   0,58 km 
131 Bts Kab Madiun – Bts Kota Ponorogo   5,23 km 
131.11K Jl. Arif Rachman Hakim (Ponorogo)   1,73 km 
131.12K Jl. Letjen S. Parman (Ponorogo)   1,80 km 
131.13K Jl. MT Haryono (Ponorogo)   1,66 km 
132  Bts Kota Ponorogo – Dengok   2,86 km 
132.11K Jl. Diponegoro (Ponorogo)   0,57 km 
132.12K Jl. Alun-Alun Barat (Ponorogo)   0,21 km 
132.13K Jl. Gatot Subroto (Ponorogo)  0,63 km 
133  Dengok – Bts Kab Trenggalek 28,07 km 
134  Bts. Kab Ponorogo – Bts Kota 12,95 km 
 Trenggalek 
134.11K Jl. Mayjen Sungkono(Trenggalek)   4,06 km 
134.12K Jl. Yos Sudarso (Trenggalek)   0,70 km 
134.13K Jl. P Sudirman (Trenggalek)   0,54 km 
134.14K Jl. Sukarno Hatta (Trenggalek)   1,96 km 
  79,11 Km 
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Ruas jalan 121 (Talok – Druju – Sendang Biru) merupakan ruas 

jalan nasional baru naik status tahun 2015 yang tidak 

menghubungkan terhadap pusat kegiatan berskala nasional 

sehingga ruas jalan 121 diusulkan untuk berubah fungsi dan turun 

statusnya serta diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten  

Malang. 

Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 

Ruas 121 (41,98 Km) 
Kendaraan Berat (smp/hari) 

Gol 6 : N/A 
Gol 7 : N/A 
VCR : N/A 
AADT (smp/hari): N/A 
Lebar Rata-Rata: 4,79 m 
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Ruas jalan 135 (Durenan – Prigi) merupakan ruas jalan nasional yang tidak menghubungkan terhadap pusat kegiatan 

berskala nasional sehingga ruas jalan 135 diusulkan untuk berubah fungsi dan turun statusnya serta diserahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten  Trenggalek. 

ruas jalan downgrade:  
30,40 Km 

Usulan Jalan  Downgrade 
JKP-1 
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